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Menteri Perencanaan Pembangunan NasionrU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KIPUTUSAN MENTf,RI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

K}]PAI..,\ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KDP. 1 6,/M.PPN,/I IK,/ 02 / 20 1 8

IXI\I'I' NG
PEMBINIUKAN TIM KOORDINASI STRATTGIS

PERENCANAAN DAN PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PEN}]RAPAN SI'ANDAR PEIAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAI{

MENTERI PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPAIA BADAN PERXNCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL,

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pelaksarraan kegiatan str.ategis terkait inovasi dan pelayanan publik
yang nreliputi: (1) penyusunan revisi panduan dan regulasi
ter.kait Standar pelayanan Minimal (SpM), pgl.ry2nan Terpadu
Satu Pintu (pTSp), dan lnovasi Daerah untuk per.cepatan
irnplementasi di daerah; (2) peningkatan jumlah daerah yang
mengimplementasikan SpM, pTSp, darr Inovasi Daerah dengan
baik; (3) Penyusunan dan sosialisasi Instruksi presiden mengenai
p€nelapau sikap-sikap pelayanan aparat d,an sosialiasi nilai-nilai
lxlayanan; (4) Penerapan peclonran pelayanan Aclnrinistrasi
Terpadu (PATEN); dan (S) penyusunan kebijakan terkait
peningkatan kualitas tata kelola dan daya saitg per.ekonomian
daerah, perlu dilakukan koorclinasi dan nrembentuk Tim
Koordinasi Strategis per.encanaan dan penguatan pemerintah
Daerzh dalanr Fenetapan Stan.iar pelayanan Minimal (SpM) cti
Daerah;

b. bahwa pe.iabat dan pegawai yant nalnatrya tercanturn dalanr
l.anrpirzn Keputusan ini dianggap nranrpu dan mernenuhi
persyaratalt untuk duduk darr nrelaksanakan tugas sebagai an3€ota
Tinr Koordinasi Strategis pe[encanaan clan penguatan pemerintah
Daerah dalanr penerapan Standar. pelayanan &linintal (SpM) di
Dacl?h;
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Undang-UndanS Nonror 23 Tahun 2014 tentang Penterintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224);

Undang-Undang Nomor 15 Tahw 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
(Lentbaran Negara Republik Indonesia Tahsn 2077 Nomor 233,
Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

Peraturan Pemerintah Nonlor 65 Tahun 2005 tentang Pedontan
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tent^ng Tat^ Cara
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

Peraturan Presiden Nonlor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20'15-2079
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahsn 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan AnSSaran Pendapalan dan Belanja Negara;

Peraturan Presiden Nonlor 7 Tahrn 2015 tentang Organiusi
Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2075 tentanS Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2Ol5 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah
denSan Peraturan Presiden Nomor 2O Tahun 2016;

Peratumn Menteri Perencanaan Per.rrbangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Penrbangunan Nasional Nomor 4 Tahw 2016
tentang OrSanisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional sebagaimana telah diubah denSan Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nonror 6 Tahun 2O 1 7;

Peraturan Menteri Pelencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Perrrbarrgunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016
tentanS Perencanaan, Pelaksana an, Pelaryran,, Pentantauan dan
Evaluasi KeSiatan dan Anggaran;

MEMTJ'I'T]SKAN:

KEruTUSAN M-ENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPAI.A BADAN PIRf,NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

Tf,NTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATTGIS

PERENCANAAN DAN PENGUATAN PEMERINTAH DAIRAH DAI.AM
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH.

PERTAMA:...
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PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Petencanaan dan Pengvatan

Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

di Daerah, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi dengan

susunan keanSSotaan sebagaimana tercantum dalam I'ampiran

Keputusan ini.

: Tim Koordinasi terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana,

dan Tenaga Pendukung.

: Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi,

membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan

atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

: Penanggung Jawab bertuSas untuk bertanSSung jawab terhadap seluruh

pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri

P et encanaan Pembangunan Nasional.

: Tim Pelaksana bertugas:

a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi petencanaan, pelaksanaan,

dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang tetkait dengan Standar

Pelayanan Minimal (SPM);

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan nasional dan

daerah terkait dengan perencanaan Standar Pelayanan Minimal
(SPM);

c. nrerumuskan konsep Sekretariat Bersama (Sekber) Standar Pelayanan

Minimal (SPM) sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan daerah

dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM);

d. ruelaksanakan fasilitasi pet.tlbentukan Sekretariat Bersama (Sekber)

Standar Pelayanan Mininul (SPM);

e. menyusun laporan dan melaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi

Strate8is SPM kepada Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui

Penanggung Jawab Kegiatan.

: Tenaga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tuSas Tim Pelaksana dalam pengumpulan

data dan informasi; dan

b. nrelakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh

Tim Pelaksana.

: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim

Koordinasi dlbebankan pada Anggatan Pendapatan dan Belanja Negara

Kementerian PPN/Bappenas Tahtn Anggarun 2078'
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KEDELApAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak

tanggal 2 Jantati 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 201 8

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAIA BADAN PERINCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinYa,
Kepala Biro Hukum

rld

z--
RR. Rita Erawati



SALINAN
INMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERJ PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 1 6/M.PPN/HK/ 02 / 20 18
TANGGAL 14 FEBRT]ARI 2O1A

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI STRATEGIS

PERENCANAAN DAN PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN

STANDAR PEI.AYANAN MINIMAT (SPM) DI DAERAH

A. PENGARATI Menteri Petencanaan Perencana n
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Nasional.

Pembangunan
Pembangunan

B. PENANGGUNG JAWAB

C. TMPELAKSANA

Ketua

Sekretaris

Anggota

Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kernenterian
PPN/Bappenas.

Direktur Otonomi Daerah, Kementerian
PPN/Bappenas.

Asep Saepudin, S.Sos, M.Si, Kementerian
PPN/Bappenas.

1. lr. Diah lndrajali., M.Sc, Kementerian Dalam

Negeri;

2. Ir. Muharnnud Hudori, M.Si, Kementerian Dalam

NeSeri;

3. Drs. Bob Ronald Fretsy Sagala, M.Si, Kementerian

Dalanr Negeri;

4. lwan Kurniawan, ST, Kementerian Dalam Negeri;

5. Mas Wedar Haryatung Adji, SE, MPEM,

Kementerian PPN/Bappenas;

6. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si, Kementerian

PPN/Bappenas;

7. Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc, Kententerian

PPN/Bappenas;

8. Daryll lchwan Akmal SE, MA, Kementerian

PPN/Bappenas;

9. Sudira, S.Sos, MAP, Kenlenterian PPN/Bappenas;

10. Taufik ...
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-.r,..r---{ik t{i<{a,ya,t P(tra, -ST, M-.Ef& Ph.D,

Kementerian PPN/Bappenas;

11. Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D, Kementerian

PPN/Bappenas;

12. Ewan Arumansyah, S.lP, MA, Kementerian
PPN/Bappenas;

13. Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas;

14. Rizki Yuwar4ita Hablbah, ST, Kementerian
PPN/Bappenas;

15. Diantha Arafia, ST, Kementerian PPN/Bappenas;

16. Moris Nuaimi, SE, M.T, MA, Kementerian
PPN/Bappenas.

I . Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Suharyono,Kenlenterian PPN/Bappenas.

D. TENAGAPENDUKUNG

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
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RR. Rita Erawati


